KEPALA DESA KEMADUH
KABUPATEN NGANJUK

PERATURAN DESA KEMADUH
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEMADUH,

Menimbang : a.bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai
dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya
perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu
dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2025;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDesa) Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik nesia Tah 14 Nomor 7,
Tambahan Lembar;
5495) sebagaiman
dengan Undang-
Negara Republik
Tambahan Lemb
AQ14)
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3 Undang Undang Mo W Tahun 2004 tenlang

Wimmistras  Pemenintahan  (Lembaran  Negara  Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran

Negara Repubhik indonesia Nomor Ja01)

Undang Undang Nomor | Tahun 2022 tentang Hubungan

ANevangan Antara Pemenintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesal

Nomor 6 787h

Peraturan Pemenintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah

beberapa kal terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor

11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara

Republhk Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemenintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang

Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6202);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

10. Pemenintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan
Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 100);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

12. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa;

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun
2024,

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016
tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17.Peraturan Menteri Desa, Pem '
dan Transmigrasi Nomor 7
Prioritas Penggunaan Dana
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|8 Pernturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk
Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;

19, Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun

2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk
Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk
Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor
b,

. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun
2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah
Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);

 Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun
2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 1);

22, Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Nganjuk Tahun 2024 Nomor 12);

23, Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa;

24, Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;

25. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang

Pengelolaan Aset Desa;

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Buapti Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024
27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang

Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan
Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat
Desa;

28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang
Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

29, Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun
2024-2026;

30. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2024 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2025;

31. Peraturan Desa Kemaduh Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran
Desa Kemaduh Tahun 2024 Nomor 3)

32. Peraturan Desa Kemaduh Nomor 5 Tahun 2024 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025
(Lembaran Desa Kemaduh Tahun 2024 Nomor 5)
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Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMADUH
dan
KEPALA DESA KEMADUH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025
semula Berjumlah Rp. 2.456.027.027,45 (Dua milyar empat
ratus lima puluh enam juta dua puluh tujuh ribu dua puluh
tujuh rupiah empat puluh lima sen), bertambah/berkurang
sejumlah Rp. (51.064.227,45) (Lima puluh satu juta enam
puluh empat ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah empat
puluh lima sen) sehingga menjadi Rp. 2.404.962.800,00 (Dua
milyar empat ratus empat juta sembilan ratus enam puluh dua
ribu delapan ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa
a. Semula Rp. 2.456.027.027,45

b. Bertambah /berkurang Rp. (51.064.224,45)

Jumlah Pendapatan setelah
perubahan Rp. 2.404.962.800,00

2. Belanja Desa :
a. Semula Rp. 2.406.027.027,45

b. bertambah /(berkurang Rp. (107.850.261,77)
Jumlah belanja setelah

perubahan Rp. 2.298.176.765,68
Surplus/(Defisit) setelah
perubahan Rp. 106.786.034,32

3. Pembiayaan Desa
3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula Rp. 0,00
b. Bertambah/
(berkurang) Rp.  23.213.965,68

c. Jumlah penerimaan
setelah perubahan  Rp.  23.213.965,68

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula Rp. 50.000.000,00
b. Bertambah/
(berkurang) Rp.  80.000.000,00

c. Jumlah penerimaan
setelah perubahan  Rp.

Selisih Pembiayaan
setelah perubahan
(3.1-3.2) Rp.
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Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Desa ini.
Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan
APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa

Kemaduh.
Ditetapkan di Kemaduh
pada. tanggal 10 Se ptember 2025
/. KBPATA D EMADUH,
/;;\‘_‘,"\\ ﬁ%&
Diundangkan di Kemaudh N BA ;t:/

pada tanggal 10 September 2025
SEKRETARIS DESA KEMADUH,

AMIR MURTONO

LEMBARAN DESA KEMADUH TAHUN 2025 NOMOR 2.
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